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ABSTRAK 
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang 
atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 
keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjaga 
wakaf tersebut di perlukan seorang yang mengelola. Nadzir 
bertanggungjawab merealisasikan tujuan wakaf yang diinginkan oleh 
wakif. Dalam perwakafan tanggungjawab seorang nadzir demikian besar. 
Tugas nadzir begitu berat, namun penuh dengan kemuliaan. Hal ini perlu 
mendapat penekanan, kerena ditakan nadzirlah nasib benda wakaf 
dipetaruhkan. Dalam genggaman nadzir pula ummat menggantungkan 
harapan untuk kesejahteraan dan kemajuan. 
Wakaf di desa Cogeh Tlogorejo kecamatan karangawen 
Kabupaten Demak, ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah 
untuk di bangun sarana ibadah dan pengembangan sarana pendidikan 
islam. Proses perwakafan telas selesai dilaksanakan sampai sekarang. 
Namun nadzir yang ditunjuk dalam wakaf tersebut, seiring berjalan 
waktu nadzir kurang mampu menjalankan tugasnya, dengan sistem 
musyawaroh pengegolala masjid dan masyarakat terjadi pelimpahan 
tugas dan wewenang nadzir akan tetapi pelimpahan tersebut tidak melalui 
Kantor Urusan Agama maupun pihak pemerintah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjudul 
“Studi Analisis Pelimpahan Pengelolaan Wakaf Masjid Nurul Muttaqin 
Di Dusun Cogeh Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten 
Demak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses 
pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh  Tlogorejo Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak dan mengetahui Tinjauan hukum islam 
terhadap pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh  Tlogorejo 
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan 
pengelolaan benda wakaf di dusun Cogeh desa Tlogorejo kecamatan 
Karangawen kabupaten Demak, bertujuan untuk mengembangkan benda 
wakaf yang sebelumnya dikelola oleh Nadzir yang pertama tidak adanya 
berkembangan bahkan dikatakan stagnan. Akan tetapi pelimpahan 
tersebut tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.  
ix 
 
Dari pemaparan diatas, penulis sependapat diadakannya 
pelimpahan pengelolaan benda wakaf tersebut. Hal ini bisa dilihat dari 
perkembangan sarana dan prasarana tempat ibadah dan lembaga 
pendidikan Islam di desa tersebut, langkah pelimpahan tersebut tinggal 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga mempunyai 
kekuatan hokum.  
 
Kata Kunci : Pelimpahan penanggung jawab terhadap benda wakaf.  
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang 
Wakaf merupakan salah satu bentuk upaya untuk 
mengembangkan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai 
kesejahteraan spirituan dan material menuju masyarakat adil dan 
makmur.
1
 Disamping itu juga termasuk perbuatan kebajikan yang 
dalam Islam akan memperoleh pahala yang besar disisi Allah. Wakaf 
juga disamakan dengan Shadaqah jariyah yang pahalanya tidak akan 
putus walaupun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia. 
Rasullullah SAW bersabda: 
ِيَبا ْيَع  ُ َر ْي َر َة َا  ى  َر ُس َلو  ِالل  َع َل ْي َِ  َو  َس  ل َو َق َلا  ِا : َذ َها َثا  ْبا ُي  َا َد ُم  ِا ًْ َق َط َع 
 َع َو ُل َُ  َصً,ٍَثَلاث ْيِه  ِلَّا َد َق ََُل ْوُعَْدي ًِحل اَص ٍَدلَو َْوا َِ ِب َُعَفتٌْ ُي ٍنْلِع َْوا,ٍَتيِراَجٍت 
)نلسه ٍاور( 
Artinya: Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda: apakah anak adam meninggal dunia putuslah 
segala amal kecuali tiga maca, shadaqah jariyah, ilmu 
yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada 
orang tuanya. (HR.Muslim)
2
 
                                                          
1
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Radja 
Grafindo, 1998, hal  391 
  1
Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Usyairi, Shahih Muslim Juz III, Berut: 
Dar Al-kutub,t.th, hal 25 
 
2 
Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia 
dimata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma - 
cuma untuk kepentingan umum yang tidak setiap orang bisa 
melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian serta tanggung 
jawab terhadap sesama. 
Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:  
َيل  ْاُولَاٌَت ٱ  ل  ِرب   ى تَح  ْاُوِقفٌُت ا  وِه   َىوُّبُِحت اَهَو  ْاُوِقفٌُت يِه   يَش  ء   ِىَإف ٱ َ  للّ  َِِبۦ 
  نِيلَع   
  Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta 
yang kamu cintai.dan apa saja yang kamu nafkahkan maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS Ali Imron:92)
3
 
Ayat-ayat tersebut menunjukan tentang perintah untuk 
menginfakkan harta yang kita miliki dalam rangka mendekatkan diri 
kepada Allah ta‟ala agar mendapatkan pahala dan kebaikan. Infaq 
sendiri dalam Islam berupa zakat, shadaqah, hibah dan wakaf. 
Kata infaq yang artinya adalah menafkahkan sebagian harta 
kita untuk kebaikan; misalnya untuk membantu orang miskin, 
perkembangan islam dan lain-lain. Sedangkan wakaf adalah salah 
satu jenis dari infak/shodaqah tersebut. Baik infaq maupun wakaf 
mempunyai peran dan pahala yang besar disisi Allah, diantara 
keduanya dalah pemanfaatan infak dalam sekali pakai, misalnya 
                                                          
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek 
Pengadaan Kitab Suci Al-Qur‟an,1982 
 
3 
dengan memberi makan orang miskin, membantu orang sakit, dll. 
Sedang barang wakaf pemanfaatannya untuk jangka panjang atau 
abadi. 
Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah 
SAW karena wakaf telah di syariatkan pada saat Nabi Hijrah ke 
Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijrah. Ada dua pendapat yang 
berkembang di kalangan Fuqaha tentang siapa yang pertama kali 
melaksanakan syariat Wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama 
mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah 
Rasulullah SAW, Rasulullah mewakafkan tanahnya untuk dibangun 
masjid. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama 
kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin 
Khattab.
4
Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu 
pengembangan dakwah islamiyah baik dinegara Indonesia, maupun 
dinegara-negara lainnya. Hampir semua lembaga pendidikan yang 
terkemuka saat ini berasal dari pengelolaan asset wakaf. Demikian 
pula beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren maupun masjid-
masjid di Indonesia berasal dari dana wakaf tersebut.
5
 
Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum 
Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan 
pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak 
                                                          
  3
Idham Khalid Baedawi, Fikih Wakaf, Jakarta: Direktorat 
Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Departeen Agama RI, 2006, hal 4 
  
5
 M. Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf,  Jakarta: IIMaN, 2003, 
hal 2 
 
4 
akan pernah terlepas dari pembicaraan tentang konsep perwakafan 
menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam Islam tidak ada konsep 
yang tunggal tentang wakaf. 
Menurut Imam Syafi‟i wakaf adalah menahan harta benda 
yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga 
pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari dermawan atau 
pihak umum semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada 
Allah SWT.
6
 
Menurut Imam Hanafi wakaf adalah menahan benda dalam 
kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-
orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.
7
Jadi, dari 
pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang sudah 
diwakafkan tidak boleh di tarik kembali, dihibahkan, dijual dan 
digunakan secara individu. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP 
No. 28/1977 tentang wakaf tanah milik. Wakaf adalah perbuatan 
hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya 
untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan 
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
8
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Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 
Jakarta: Predana Media    Group, 2006, Hal 238 
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Ibid, hal 238 
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 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Radja 
Grafindo, 1998, hal 491 
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Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi 
dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. 
Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai 
dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya 
guna kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai dengan ajaran 
Islam. Rukun wakaf antara lain adalah waqif, maukuf, maukuf „alaih, 
sighat dan nadzir.
9
 
Fiqih memposiskan nadzir sebagai pihak yang memiliki 
kedudukan urgen dalam perwakafan. Nadzir mempunyai tugas 
mengadministrasikan, menjaga atau melindungi, mengelola dan 
mengembangkan, serta melaporkan pengolaan harta wakaf. Tanpa 
keberadaanya tidak mungkin harta benda wakaf dikelola secara baik 
dan mendatangkan hasil atau manfaat.
10
 
Nadzir bertanggungjawab merealisasikan tujuan wakaf yang 
diinginkan oleh wakif. Dalam perwakafan tanggungjawab seorang 
nadzir demikian besar. Tugas nadzir begitu berat, namun penuh 
dengan kemuliaan. Hal ini perlu mendapat penekanan, kerena ditakan 
nadzirlah nasib benda wakaf dipetaruhkan. Dalam genggaman nadzir 
pula ummat menggantungkan harapan untuk kesejahteraan dan 
kemajuan.
11
 
                                                          
9
 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 
Hal 321 
10
 Ahmad Arif Budiman,  Hukum Wakaf ( Administrasi pengelolaan dan 
pengembangan ), Semarang : RPM UIN Walisongo, 2015. Hal. 41 
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 Ibid. Hal. 43 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 Nadzir 
mempunnyai kewajiaban sebagai berikut : 
1. Nadzir berkuwajiban untuk mengurus dabn bertanggung jawab 
atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan 
sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
oleh menteri agama. 
2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua 
hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) kepada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan setempat dengan tembusan kepada majlis ulama‟ 
kecamatan dan camat setempat. 
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri agama. 
Pelimpahan pengelolaan wakaf banyak yang terjadi di 
masyarakat dengan alasan tidak adanya perkembangan dalam 
pengelolaan tersebut. Pelimbangan pertanggunjwaban ini terjadi 
dengan pertrimbangan dan hasil musyawaroh oleh pengurus dan 
tokoh masyarakat, akan tetapi tidak adanya campur tangan oleh 
pemerintah setempat.  Hal ini seperti yang terjadi di desa Cogeh 
Tlogorejo kecamatan karangawen Kabupaten Demak, ada seseorang 
yang mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun sarana ibadah dan 
pengembangan sarana pendidikan islam. Proses perwakafan telas 
selesai dilaksanakan sampai sekarang. Namun nadzir yang ditunjuk 
dalam wakaf tersebut, seiring berjalan waktu nadzir kurang mampu 
menjalankan tugasnya, dengan sistem musyawaroh pengegolala 
 
7 
masjid dan masyarakat terjadi pelimpahan tugas dan wewenang 
nadzir akan tetapi pelimpahan tersebut tidak melalui Kantor Urusan 
Agama maupun pihak pemerintah. Menurut kompilasi hukum pasal 
221 berbunyi : 
1. Nadzir diberhentikan oleh kepada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan karena : 
a. Meningal dunia 
b. Atas permohonan sendiri 
c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir 
d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.  
2. Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu 
alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya 
diangkat oleh kepala kantor urusan agama kecamatan atas saran 
majlis ulam‟ kecamatan dan camat setempat.  
3. Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh 
salah seorang ahli warisnya. 
Dengan demikian terjadinya pelimpahan tugas nadzir yang 
terjadi di desa Cogeh Tlogorejo kecamatan Karangawen Kabupaten 
Demak, tidak sesuai dengan kompilasi hukum islam, maka dari itu 
penulis tertarik  untuk meneliti kasus tersebut dengan judul “ STUDI 
ANALISIS PELIMPAHAN PENGELOLAAN WAKAF DI DUSUN 
COGEH TLOGOREJO KECAMATAN KARANGAWEN 
KABUPATEN DEMAK”.   
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B. Rumusan Masalah 
Dari rumusan maslah tersebut, penulis dapat menyimpulkan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh  
Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ? 
2. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelimpahan 
pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh  Tlogorejo Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Ingin mengetahui proses pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun 
Cogeh  Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.  
3. Ingin mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap pelimpahan 
pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh  Tlogorejo Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 
pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat 
muslim terhadap boleh atau tidaknya melimpahkan 
tanggungjawab pengelolaan wakaf kepada orang lain. 
2. Secara praktis penelitin ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan 
bagi penulis pada khususnya dapat dijadikan wawasan 
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pengetahuan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. 
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. 
 
E. Telaah Pustaka 
Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana 
yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah,peneliti selain 
berdasarkan hasil survey dan data-data yang diperoleh, maka peneliti 
juga berpijak pada karya-karya pendukung yang memiliki relefansi 
terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya 
kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di 
bawah ini penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang terkait 
dengan permasalahan dalam penelitian penulis.  
Dalam Skripsi yang berjudul “Sistem Pengelolaan Tanah 
Wakaf di Wilayah KUA Jagakarsa Jakarta Selatan”. Oleh Sri Utami 
Nengsih, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidatulah, tahun 
2005. Dari skripsi ini diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berisi 
tentang permasalahan mengenai pengelolaan tanah wakaf, 
prosedur/tata cara perwakafan, pengawasan, dan manfaat tanah wakaf 
bagi masyarakat sekitar diWilayah KUA Jagakarsa. 
Imam Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum,Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009, dalam 
Skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf ( Studi Di KUA Karang 
Tengah, Ciledug)”. Dari skripsi ini diambil kesimpulan bahwa 
 
10 
skripsi ini berisi tentang permasalahan dan pengawasan tanah wakaf 
yang ada di KUA Karang Tengah, penegelolaan dan pengawasan 
tanah wakaf sudah berjalan baik dan sesuai dengan syariat islam, 
walaupun belum optimal. 
Lia Kurniawati, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama 
Islam Negeri (STAIN) Salatiga, tahun 2012, dalam skripsinya yang 
berjudul “ Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Study Kasus 
dikelurahan Manding Kec. Temanggung Kab. Temanggung)”. Dari 
skripsi ini diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berisi tentang 
prosedur perwakafan yang ada dikelurahan Mading dan penarikan 
tanah wakaf dikelurahan Mading yang dikarenakan belum adanya 
bukti tertulis juga karena keadaan ekonomi dan lemahnya 
pengetahuan agama. 
M. Abid Abdullah Al-Kabisi, dalam bukunya yang berjdul 
“hukum wakaf”, yang secara umum mengkaji tentang materi hukum 
wakaf. Namun, di dalamnya juga memuat tentang permasalahan 
wakaf yang meliputi pengertian wakaf, benda wakaf, pengawasan 
benda wakaf dan nadzir. 
Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda 
dengan penelitian-penelitian terdahulu karena penelitian ini akan 
membahas tentang pelimpahan pengelolaan wakaf yang tidak 
dilaporkan ke Kantor Urusan Agama dan Camat setempat, sehingga 
persoalan tersebut menarik untuk ditinjau dari analisis hukum Islam 
serta masalah tersebut semakin membedakan dengan penelitian-
penelitian yang pernah membahas tentang perwakafan. 
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F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek 
lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data 
yang nyata dan benar.
12
 Obyek lapangan penelitian yang 
dimaksud di sini adalah desa Cogeh  Tlogorejo Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak. 
2. Sumber Data 
Yang dimaksud sumber data adalah sumber dimana 
data dapat diperoleh.
13
 Ada dua sumber data yang 
dipergunakan, yaitu: 
a. Data Primer, yaitu data dari sumber-sumber primer, yaitu 
sumber asli yang memuat informasi / data tersebut. Adapun 
sumber primer dalam penelitian ini adalah informasi yang 
diperoleh dari pengurus wakaf di desa Cogeh Tlogorejo 
Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, antara lain 
pimpinan/pengelola, wakif, nadzir, dan pihak-pihak yang 
ditunjuk oleh nadzir. 
                                                          
12
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, cet vi, Yogyakarta: Gajah 
Mada University 
Press, 1993, hlm. 31 
13
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendelatan Praktek, 
cet XII, Jakarta: PT 
Rineka Cipta, 1998, hlm. 120. 
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b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari data 
kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya. Data 
sekunder diperoleh dari sumber pendukung untuk 
memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan 
yang berkorelasi erat dengan pembahasan obyek 
penelitian.
14
 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah : 
a. Wawancara / Interview 
Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua 
orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan 
diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview merupakan 
metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi 
langsung antara penyelidik dengan subyek, atau responden.
15
 
Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) 
membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang 
akan ditanyakan. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti 
dengan pimpinan / pengelola, wakif, nadzir, pihak-pihak 
yang ditunjuk oleh nadzir yang bersangkutan untuk 
memperoleh data tentang pendelegasian pengelolaan wakaf 
                                                          
14
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2001, hlm. 91. 
15 Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan: Suatu TInjauan 
Dasar, Surabaya: SIC, 
1996, hlm. 67. 
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yang terjadi di desa Cogeh  Tlogorejo Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak. 
b. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu sekumpulan data yang 
berbentuk tulisan seperti dokumen, buku-buku, majalah, 
peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.
16
 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 
berkaitan dengan pendelegasian pengelolaan harta wakaf 
yang terjadi di desa Cogeh  Tlogorejo Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak, antara lain berupa 
AD/ART, peraturan perwakafan dan Sertipikat Wakaf. 
4. Metode Analisis 
 Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis 
data kualitatif. Teknik pengelolaan data ini bertolak dari 
berbagai fakta yang teridentifikasi yang muncul atau merupakan 
penelitian deskriptif sebagaimana penelitian yang terjadi saat 
ini.
17
 Atau dengan kata lain, bahwa data yang tidak bisa diukur 
atau dinilai dengan angka secara langsung.
18
 
 Dalam menganalisa data, dipergunakan metode analisis 
data normatif. Data normatif merupakan kegiatan untuk 
                                                          
16
 Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 144. 
  
17
 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam 
Pendidikan, Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 274. 
17 
Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, 
cet ke-2, 1990, hlm. 134. 
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mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 
Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan 
hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis 
dan kontruksi.
19
 
 Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif, 
yaitu cara penulisan dengan menggunakan pengamatan 
terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa 
sekarang.
20
 
 
G. Sistimatika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, 
dengan rincian sebagai berikut: 
Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 
penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan 
analisis data.  
Bab II : Dalam bab ini berisi tentang pengertian Wakaf, dasar hukum 
wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, 
pengertian Nadzir, syarat-syarat nadzir dan pelimpahan 
pengeloan Wakaf  
                                                          
18 
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2003, cet ke-5, hlm. 195-196. 
  20 Wasty Soemanto, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, Jakarta: Bumi 
Aksara, 1999, hlm. 
15. 
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Bab III : Pelimpahan pengelolaan Wakaf di dukuh Cogeh desa 
Tlogorejo Kecematan Karangawen Kabupaten Demak. 
Dalam bab ini berisi tentang profil Masjid dan Madrasah 
Diniyyah Futuhiyyah, Kondisi sosisal, stuktur organisasi 
dan praktik pelimpangan pengelolaan wakaf di dukuh 
Cogeh desa Tlogorejo Kecamatan  Karagawen 
Kabupaten  Demak.  
Bab IV : Analisis Pelimpahan pengelolaan Wakaf, dalam bab ini 
memuat tentang Analisis terhadap pelimpahan 
pengelolaan wakaf di dukuh Cogeh desa Tlogorejo 
Kecamatan  Karagawen Kabupaten  Demak dan analisis 
tinjauan hukum Islam terhadap pelimpahan pengelolaan 
wakaf di desa Cogeh Tlogorejo Kecamatan  Karagawen 
Kabupaten  Demak. 
Bab V Penutup Bab ini merupakan penutup dari rangkaian 
penulisan skripsi ini,yang memuat kesimpulan, saran-
saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan 
lapiran-lampiran. 
16 
 
BAB II 
WAKAF, NADZIR DAN PENGELOLAAN WAKAF 
 
A. Wakaf  
1. Pengertian Wakaf  
Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum 
Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah 
perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada 
khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari 
pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. 
Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal 
tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat 
beragam.
21
 Wakaf menurut Bahasa Arab berarti al-habsu, yang 
berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan 
orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini 
berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta 
karena Allah. 
Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqofa (fiil 
madi ), yaqifu (fiil mudori’), waqfan (isim masdar) yang berarti 
berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf manurut syara‟ adalah 
menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa 
                                                          
21 
Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milikdan Kedudukan 
Tanah Wakaf di Negara Kita, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), 15 
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menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan 
digunakan untuk kebaikan.
22
 
Secara terminologis fiqih tampak diantara para ahli 
(fuqoha), baik Maliki, Hanafi, Syafi‟i maupun Hambali berbeda 
pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. 
Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya 
perbedaan landasan dan pemahaman serta 
penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada 
dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf. 
Berbagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam 
beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan 
cendekiawan, yaitu sebagai berikut: 
1) Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu 
sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik 
orang yang berwakaf, selama hakim belum 
memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan 
harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan 
ta’liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. 
Umpamanya dikatakan : “Bila saya telah meninggal, harta 
saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah 
anu”. Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf 
                                                          
22
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barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta 
wakaf bagi madrasah anu tersebut.
23
 
2) Menurut Imam Syafi‟i, wakaf ialah suatu ibadah yang 
disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang 
berwakaf (waqif) telah menyatakan dengan perkataan : 
“Saya telah wakafkan (waqaffu) sekalipun tanpa diputus 
oleh hakim.” Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang 
yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun 
harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain 
walaupun harta itu tetap dimilikinya.
24
 
3) Menurut Sayid Ali Fikri Dalam “Al Muamalatul Madiyah 
Wal Adabiyah” pendapat golongan Maliki (Mazhab 
Maliki) tentang wakaf adalah menjadikan menfaat benda 
yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk 
diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk 
penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang 
dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.
25
 
4) Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat 
golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah 
menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan 
                                                          
23
 Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan 
dan Sejarahnya di 
dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, (Bulan Bintang, Jakarta, 1994), 19 
24
 Ibid. 22 
25
A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di 
Indonesia, (Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1993), 2.  
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hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan 
memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, 
sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan 
untuk mendekatkan diri kepada Allah.
26
 
5) Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti 
menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa 
musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta 
dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.
27
 
6) Rumusan dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna 
kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran Islam. 
2. Dasar Hukum Wakaf 
A. Al – Qur‟an 
a. Surat Ali Imron Ayat : 92 
َهل  ْاُُلَبَىت  ِسجۡلٱ  ٖء ۡٓ َش هِم ْاُُِقفُىت بَم َ  ََۚن ُُّجُِحت ب  مِم ْاُُِقفُىت ّٰ  تَح
  ِنَإف َ  للّٱ  ًِ ِثۦ  ٞمِٕلَػ. 
Artinya :  Kamu sekali-kali tidak sampai kepada 
kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
                                                          
26
 Ibid. 4 
27
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan 
Syirkah, (Al Maarif, Bandung, 1977), 5 
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menafkahkan sehahagian harta yang kamu 
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan 
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya ( 
QS. Ali Imron : 92 ).
28
 
 
b. Surat Al Bakoroh ayat : 262 
 َهِٔر لٱ  ِلِٕجَس ِٓف ُۡمٍَل َُٰ َۡمأ َنُُِقفُىٔ ِ  للّٱ  ْاَُُقفَوأ ٓبَم َنُُِؼجُۡتٔ َلَ  ُمث
 ُۡمٌ َلَ َ  ۡمٍِ ٕۡ َلَػ ٌف ُۡ َخ َلَ َ  ۡمٍِ ِّثَز َدىِػ ُۡمٌُسَۡجأ ُۡم  ٍل ِ َّٗذأ َٓلَ َ  ب ّّٗىَم
 َنُُوَزَۡحٔ. 
 
Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di 
jalan Allah, kemudian mereka tidak 
mengiringi apa yang dinafkahkannya itu 
dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan 
dengan tidak menyakiti (perasaan si 
penerima), mereka memperoleh pahala di sisi 
Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati. (QS. Al Bakoroh ayat : 262 )
29
 
 
c. Surat Al Maidah ayat : 2 
...... َّلَػ ْاُُو َ بََؼت َ ِِّسجۡلٱ  َ 
 ِٰ َُ ۡق تلٱ  َّلَػ ْاُُو َ بََؼت َلَ َ ِمۡث ِۡلۡٱ 
 َ َِۚن َٰ ۡدُؼۡلٱ  َ ْاُُق تٱ   َ  للّٱ   ِنإ َ  للّٱ  ُدِٔدَش ِةَبقِؼۡلٱ . 
Artinya: “………Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa dan 
                                                          
28
 Departemen Agama RI, 1989, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 
Semarang: Thoha Putra, hlm. 97 
29
 Departemen Agama RI, 1989, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 
Semarang: Thoha Putra, hlm. 90 
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jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 
siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).30 
B. Hadist 
بىثدح ةجٕتق هث دٕؼس بىثدح دمحم هث دجػ الله ْزبصولأا بىثدح 
هثا نُػ لبق ٓوأجوأ غفبو هػ هثا سمػ ٓضز الله بمٍىػ نأ 
سمػ هث ةبطخلا ةبصأ بضزأ سجٕخث ّتأف ٓجىلا ّلص الله 
ًٕلػ ملسَ يسمأتسٔ بٍٕف لبقف بٔ لُسز الله ٓوإ تجصأ بضزأ 
سجٕخث مل تصأ لَبم طق سفوأ ْدىػ ًىم بمف سمأت ًث لبق نإ 
تئش تسجح بٍلصأ تقدصتَ بٍث لبق قدصتف بٍث سمػ ًوأ لَ 
عبجٔ لََ تٌُٔ لََ ثزُٔ قدصتَ بٍث ٓف ءاسقفلا ٓفَ ّثسقلا 
ٓفَ ةبقسلا ٓفَ لٕجس الله هثاَ لٕجسلا فٕضلاَ لَ حبىج ّلػ 
هم بٍٕلَ نأ لكأٔ بٍىم فَسؼملبث مؼطَٔ سٕغ لُمتم .لبق 
:تثدحف ًث هثا هٔسس :سٕغ لثبمتم لَبم )ياَز ِزبخجلا( 
 
Artinya: “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, 
menceritakan kepada kami Muhammad ibn 
Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami 
Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah 
menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: 
“Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di 
Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk 
minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia 
berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Saya 
                                                          
30
 Ibid. 97 
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memperoleh lahan di Khaibar, yang belum 
pernah saya peroleh harta yang lebih baik 
bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah 
engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. 
menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan 
kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: 
“Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut 
(dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak 
dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia 
menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, 
kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), 
sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa 
atas orang yang mengelolanya untuk memakan 
dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan 
memberi makan (kepada yang lain) tanpa 
menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi 
berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: 
“Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”. 
(H.R al-Bukhari).
31
 
 
C. Menurut Hukum Positif 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 
2004 tentang Wakaf. 
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 
1960-104 TLN, 2043). 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI 
No. 38, 1977 TLNRI No. 3107). 
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 Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 
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4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah 
Milik. 
3. Rukun dan Syarat Wakaf 
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan 
syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu: 
a. Waqif (orang yang berwakaf/ pemilik harta wakaf) 
Waqif menurut PP No. 28 Thun 1977 Pasal 1 Ayat 2 
adalah satu orang, sekelompok orang atau badan hukum 
yang mewakafkan tanah miliknya.  
b. Maukuf bih (harta yang diwakafkan) 
Kompilasi Hukum Islam pasal 215 menyatakan, 
maukuf bih adalah semua benda baik benda bergerak atau 
tidak  bergerak, yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali 
pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
32
 
c. Maukuf alaih (tujuan wakaf) 
Yang dimaksud dengan maukuf alaih adalah tujuan 
wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-
benda yang dijadikan sebagai  objek wakaf hendaknya 
benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri 
(qurbat) kepada Allah SWT. 
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 Nurul huda,dkk, Lembaga Keuanga Islam Tinjauan Teoretis dan 
Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 313 
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d. Shighat (ikrar atau pernyataan wakaf) 
Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelasakan bahwa 
wakaf adalah pernyataan kehendak tanah atau benda miliknya. 
Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas 
baik lisan maupun tertulis.
33
 
Benda yang diwakafkan (mauquf); Wakaf dinyatakan sah 
apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun 
wakaf ada 4 (empat) yaitu: Menurut Jumhur, Mazhab Syafi‟I, 
Maliki dan Hambali; rukun wakaf itu ada 4 (empat) perkara. 
Menurut Khatib As Sarbun dalam Mugni Al-Muhtaj, 4 (empat) 
rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (Al- waqif), 
benda yang diwakafkan (Al-mauquf), orang atau objek yang 
diberi wakaf (Al-mauquf alaih), dan sighat wakaf.
34
 
PP No. 28 tahun 1977 tidak mencantumkan secara 
lengkap unsur unsur perwakafan. Kendatipun demikian, untuk 
memenuhi fungsi wakaf di dalam ketentuan umum dan dalam 
peraturan pelaksananya, nadzir merupakan salah satu unsur 
perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya unsur-unsur 
perwakafan tanah milik adalah waqif, ikrar, benda yang 
diwakafkan, tujuan wakaf dan nadzir. 
Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi 
syarat-syarat yaitu: 
                                                          
33
Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 
hal 324 
34
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a. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai 
pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut 
harus mukallaf (akil baligh) dan atas kehendak sendiri. 
b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti 
ketika timbul manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta 
wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas 
kepada siapa dan untuk apa diwakafkan. 
c. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki 
sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya. 
d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan 
maupun tulisan. 
e. Dilakukan secara tunai dan tidak ada khiyar (pilihan) 
karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. 
Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf 
oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf.
35
 
4. Macam – macam Wakaf 
Wakaf terbagi menjadi beberapa macam antara lain: 
1) Ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf 
itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam: 
a. Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-
orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif 
atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. 
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 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum 
Press, Serang, 1994: Hal 32-33. 
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b. Wakaf Khairi Yaitu wakaf yang secara tegas 
diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) 
atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti 
mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, 
sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. 
Atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial 
ekonomi untuk orang-orang yang benar - benar 
membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim 
dan sebagainya. 
2) Ditinjau berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi 
menjadi 2 macam: 
a. Wakaf Abadi yaitu bentuk barang yang diwakafkan 
bersifat abadi. Seperti tanah dan bangunan dengan 
tanahnya, barang bergerak yang ditentukan oleh wakif 
sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian 
hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, 
sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan 
mengganti kerusakannya. 
b. Wakaf Sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan 
berupa barang yang mudah rusak, ketika dipergunakan 
tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang 
rusak. Wakaf 
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B. Nadzir  
1. Pengertian Nadzir  
Istilah nazhir berasal dari bahasa arab  سظو-  سظىٔ–  اسظو  
yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan 
mengawasi. Sedangkan nazhir adalah dan kata yang artinya 
pengawas atau penjaga. Nazhir wakaf dapat diartikan dengan 
orang yang diberi tanggungjawab untuk mengelola wakaf.
36
 
Fiqih memposisikan nazhir sebagai pihak yang memiliki 
kedudukan urgen dalam perwakafan. Nazhir memiliki tugas 
mengadministrasikan, menjaga atau melindungi, mengelola dan 
mengembangkan, serta melaporkan pengelolaan harta benda 
wakaf. Tanda keberadaanya tidak mungkin harta benda wakaf 
dapat dikelola secara baik dan mendatangkan hasil atau manfaat. 
Literatur fiqih yang memasukkan nazhir sebagai rukun wakaf 
menempatkan pembahasannya dalam judul al-wilayah „ala al-
waqf (penguasaan atau pengawasan benda wakaf). Penempatan 
nazhir dalam tema tersebut dimaksudkan  bahwa nazhir 
memiliki tugas mengurus, menjaga, menyalurkan 
(mentasyarufkan) hasil pengelolaan wakaf kepada mauquf alaih, 
ataupun melakukan setiap usaha yang berpotensi agar benda 
wakaf berproduksi secara baik bagi tujuan perwakafan.
37
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Dalam praktek sahabat `Umar ibn al-Khaththab ketika 
mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai 
Nadhir semasa hidupnya. Sepeninggalannya, pengolaan wakaf 
diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu ditangani oleh 
`Abdullah ibn `umar yang lain, dan seterunya berdasarkan 
wasiat `Umar. Ini membuktikan bahwa Nadhir sangat diperlukan 
bagi berhasilnya tujuan wakaf.
38
 
2. Macam – Macam Nadzir 
  Di Indonesia dalam pengaturan perwakafan untuk 
mencapai tujuan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Nazhir adalah pihak yang 
menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.  
a. Macam – macam Nazhir sebagai berikut :  
1) Perseorangan;  
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi 
persyaratan :  
a) warga negara Indonesia;  
b) beragama Islam  
c) dewasa;  
d) amanah;  
e) mampu secara jasmani dan rohani; dan  
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f)  tidak terhalang melakukan perbuatan hukum  
2) Organisasi; Organisasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila 
memenuhi persyaratan:  
a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan  
b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan 
Islam.  
3) Badan Hukum.  
  Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila 
memenuhi persyaratan : 
a) pengurus badan hukum yang bersangkutan 
memenuhi persyaratan nazhir perseorangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan  
b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan  
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c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang 
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 
keagamaan Islam.
39
  
3. Syarat-syarat Nadzir 
Adapun syarat-syarat bagi Nadzir wakaf diatur dalam 
undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: 
Pasal 10 
1) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat a 
hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan 
a. Warga negara Indonesia 
b. Beragama islam 
c. Dewasa 
d. Amanah 
e. Mampu secara jasmani dan rohani 
f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b 
hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 
a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1); dan 
b) Organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam. 
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3) Bada hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c 
hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 
a. Pengurus badan yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan sebagai nadzir perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang 
social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 
keagamaan islam 
 
Menurut Eri Sudewo seorang praktisi filantropi islam 
dari tabung wakaf Indonesia (TWI) Jakarta, persyaratan yang 
ditentukan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 diatas masih 
terlalu normative, dan belum mencerminkan sebuah kualifikasi 
yang mestinya dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang diberi 
amanat untuk mengelola amanat ummat yang penting. Eri 
Sudewo menyarankan adanya syarat tambahan bagi nadzir, yakni 
(1) perlunya nadzir memiliki intuisi bisnis yang tinggi, dan (2) 
nadzir memiliki kemampuan menejerial. Tambahan syarat itu 
tidak berlebihan kalua mempertimbangkan peran wakaf yang 
begitu signifikan apabila dioptimalkan pengelolaannya. Karena 
 
32 
itu nadzir harus melihat wakaf ini sebagai bisnis yang harus 
dikelola menggunakan manajemen yang professional.
40
 
4. Hak dan Kewajiban Nazhir  
Nazhir mempunyai tugas : nadzir wakaf, perseorangan, 
Organosasi, maupun yang berbentuk badan hukum merupakan 
orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, 
mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar 
wakaf. Sebagai pemegang amanah tersebut, nadzir tentu 
mempunyai berbagai kewajiban dan hak tertentu. Kewajiban 
adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan 
diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang 
telah dikehendaki wakif dalam ikrar wakaf, sedangkan hak 
adalah menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari 
nadzir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau 
gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya. Sebagai 
pemegang amanah, nadzir tidak dibebani resiko apapun atas 
kerusakan-kerusakan yang terjadi atau menimpa terhadap harta 
wakaf, selagi kerusakan- kerusakan dimaksud atas kesengajaan 
atau kelalaiannya. Hanya saja untuk menghindarikerusakan 
terhadap benda wakaf, nadzir dibebankan pengurusan yang 
meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta wakaf 
serta hasil-hasilnya. Kewajiban lebih rinci adalah sebagai berikut; 
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a) Nadzir berkewajiban melaporkan, mengurus dan mengawasi 
harta kekayaan wakaf dan hasilnya, Meliputi; 
1) Menyimpan lembaran salina akta ikrar wakaf; 
2) Memelihara tanah wakaf 
3) Memanfaatkan tanah wakaf 
4) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf 
5) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang 
meliputi; 
(a) Buku catatan keadaan tanah wakaf 
(b) Buku catatan dari pengelolaan tanah wakaf 
(c) Buku catatan tentang penggunaan tanah wakaf 
b) Nadzir berkewajiban melaporkan; 
1) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik yang telah 
diwakafkandan perubahan penggunaannya. 
2) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan 
perubahan penggunaannya. 
3) Pelaksanaan kewajibanyang tersebut dalam ayat (1) 
pasal ini kepada kepala KUA setiap satu tahun sekali 
yaitu pada akhir bulan Desember. 
c) Nadzir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah 
seorang anggota nadzir yang berhenti dari jabatannya. 
d) Bilamana jumlah anggota nadzir kelompok karena 
berhentinya salah seorang atau lebih berakibat tidak 
memenuhi syarat-syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat 
(1) peraturan ini, anggota nadzir lainnya berkewajiban 
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mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh pejabat 
pembuat akta ikrar wakaf. 
Peraturan menteri Agama diatas, kemudian oleh undang-
undang Nomor.41 Tahun 2004 disederhanakan lagi menjadi; 
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;  
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;  
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;  
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia.  
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih 
atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 
besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).  
  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan 
Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri 
dan Badan Wakaf Indonesia.
41
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C. Pengelolaan Wakaf 
 Undang – undang nomor 41 2004 mengatur pengelolaan 
wakaf bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan 
wakafnya. Selanjutnya undang- undang menjelaskan prinsip-prinsip 
pengelolaan sebagai berikut : 
1. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syari‟ah 
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif 
3. Apabila pengelolaan memerlukan penjanmin, maka harus 
menggunakan penjamin syari‟ah 
4. Bagin wakaf yang terlantar atau dari luar negeri, pengelolaan 
dan pengembangan benda wakaf dari perorangan dari warga 
negara warga asing, organinsasi asing, dan badan hukum asing 
yang bersekala nasional atau internasional, serta harta bwnda 
wakaf terlantar, dpat dilakukan oleh badan wakaf Indonesia. 
5. Dalam hal harta wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus 
melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan, 
dan nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal 
adanya perbuatan wakaf. 
6. Pengelola dan pengembang harta wakaf dilaksanakan : 
a. Harus berpedoman dengan badan wakaf Indonesia 
b. Pengelolan dan pengembangan atas harta wakaf uang hanya 
dapat dilakukan melalui infestasi pada produk-produk 
lembaga keuangan syari‟ah atau intrumrn keuangan syari‟ah. 
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c. Dalam hal lembaga keuangan syari‟ah peneriama wakaf 
uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka 
waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melkukan 
pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang pada 
lembaga keuangan syari‟ah peneriam wakaf dimaksud. 
d. Pengelolan atas harta wakaf uang yang dilakukan bank 
syari‟ah harus mengikuti program lembaga penjamin 
simpanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. 
e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta bwnda wakaf 
uang yabg dilakukan dalam bentuk infestasi diluar bank 
syari‟ah harus di ansurasikan pada asuransi syari‟ah. 
Dalam pengelolaan tersebut jika nadzir belum bisa 
melakukan tugasnya sesuai yang ditanggungjawabkan maka nadzir 
dapat digantikan atau diberhentikan, menurut pasal 221 KHI yang 
berbunyi ; 
(1) Nadzir diberhentikan oleh kepala kantor urusan agama 
kecamatan karena: 
a. Meninggal dunia 
b. Atas permohonan sendiri 
c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir 
d. Melakukan sebagai suatu kejahatan sehingga dipidana 
(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu 
alasan sebagaiman tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya 
diangkat oleh kepala kantor urusan agama kecamatan atas saran 
majlis ulama‟ kecamatan dan camat setempat. 
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(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagai mana yang 
dimaksud ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan 
oleh salah seorang ahli warisnya.
42
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BAB III 
PELIMPAHAN PENGELOLAAN WAKAF DI DUSUN COGEH 
DESA TLOGOREJO RT 04 RW 09 KABUPATEN DEMAK, 
 
A. Profil Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah Diniyyah 
Futukiyyah 
1. Sejarah Berdirinya Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah 
Diniyyah Futuhiyyah. 
Awal mula berdirinya masjid Nurul Muttaqin di dukuh 
Cogeh desa Tlogorejo RT 04 RW 09 Kabupaten Demak,  
bermula dari tanah kosong yang dimiliki oleh bapak Waidin 
diberikan kepada KH. Abu Aamar secara cuma – cuma. Alasan 
pemberian tanah tersebut  dikarenakan kondisi sosial masyarakat 
dukuh Cogeh desa Tlogorejo  pada waktu itu kurangnya 
pemahaman keagamaan, sehingga bapak Waidin merasa di desa 
tersebut masih membutuhkan seseorang yang bisa menuntun 
masyarakat untuk belajar agama.  
Bapak Wahidin mengenal  KH. Abu Aamar yang berasal 
dari desa Kebon Batur Mranggen dengan bekal ilmu pondok 
pesantrennya beliau menganggap KH. Abu Aamar dianggap 
orang yang pantas untuk berjuang menyebarkan ajaran agama 
Islam kepada masyarakat tersebut. Kemudian tanah yang kira-
kira luasnya kurang lebih 4. 215 M
2
diberikan kepada KH. Abu 
Aamar  sebagai sarana berdakwah dan tempat tinggal 
sekeluarga.  
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Pada masa hidupnya KH. Abu Amar, beliau terkenal 
sebagai orang yang bijak dan dermawan terhadap masyarakat 
setempat, sehingga beliau mudah menyebarkan ajaran agama 
Islam. Seiring berjalannya waktu KH. Abu Aamar mendirikan 
tempat ibadah yang diberi nama Masjid Nurul Muttaqin. Masjid 
ini merupakan masjid pertama kali didirikan di dukuh Cogeh 
Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen. Dengan adanya masjid 
tersebut semakin memudahkan beliau untuk menyebarkan dan 
mengamalkan ajaran agama Islam 
KH. Abu Aamar mempunyai istri yang bernama Aminah 
dikaruniani 5 anak yaitu  Mudzakir, Asror, Muhsinah, Ma’sum, 
Mas’ud dan Munawir. Kemudian istrinya meninggal dan 
menikah lagi dengan Katamah dikaruniani 1 anak yaitu Kabsah.  
Beberapa tahun kemudian sebelum beliau wafat, beliau 
memberikan bagian tanah tersebut kepada anak-anaknya, akan 
tetapi tanah yang sudah di bangun masjid tersebut di berikan 
kepada anak pertamanya yang bernama bapak Asror untuk 
melanjutkan pengelolaannya. Selain dari itu masyarakat dusun 
Cogeh yang belom mempunyai tempat belajar dan masih banyak 
kekurangan pengetahuan dan sumber daya masyarakat yang 
belum memadai, akan tetapi pada masa itu ada seseorang yang 
bernama Bapak Bunyadi yang senantiasa dengan senang hati dan 
keikhlasan beliau memberikan tempat untuk proses belajar dan 
mengaji di rumahnya. Setelah sekian lama proses belajar beserta 
mengaji masyarakat semakin banyak yang mau untuk belajar 
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agama. Disisi lain anak ke tiga dari bapak KH. Abu amar yaitu 
Bapak Mas’ud berinisiatif memberikaaan sebagian tanahnya 
untuk dibangun sebuah lembaga pendidikan Islam, setelah itu 
pada tahun 1958 tepatnya di bangunlah sebuah lembaga 
pendidikan Islam di tanah tersebut untuk dijadikan sebagai 
tempat belajar mengajar. Setelah pembangunan dirasa sudah bisa 
untuk ditempati beliaubersama bapak Bunyadi mengalihkan 
tempat belajar yang semula berada di rumah bapak Bunyadi 
dialihkan ke tempat yang sudah disediakan. 
2. Kondisi Sosial Masyarakat Cogeh Tlogorejo 
a. Sebelum didirikannya Masjid dan Madrasah Diniyyah 
Masyarakat dusun Cogeh merupakan suatu dukuh 
yang berbatasan dengan dukuh tlogotirto dan tlogogegong 
dimana masyarakat tersebut masih dibilang abangan atau 
masih minim terhadap pengetahuan terhadap agama, dusun 
tersebut masih banyak dihuni oleh premanisme yang sering 
suka dengan kekerasan, sebelom adanya masjid dan juga 
madrasah diniyyah masyarakat sangatlah mengesampingkan 
agama dan pendidikan karena dengan jauhnya jangkauan 
suatu lembaga pendidikan. Karena jauhnya tempat beribadah 
dan juga lembaga pendidikan yang jauh, di lihat dari kondisi 
ekonomi yang tidak mendukung mejadi salah satu faktor 
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utama yang membuat masyarakat mengsampingkan 
pendidikannya.
43
 
b. Sesudah di dirikannya Masjid dan Madrasah Diniyyah  
Masyarakat yang berada di dusun Cogeh Tlogorejo 
sangat mendukung sekali keberadaan masjid dan juga 
Lembaga Pendidikan Islam (MADIN) karena itu merupakan 
pertama satu-satunya masjid dan lembaga yang ada di dusun 
Cogeh desa Tlogorejo sebagai tempat ibadah dan juga untuk 
proses belajar masyarakat.hadirnya Masjid dan Madrasah ini 
direspon sangat positif oleh masyarakat dusun Cogeh. 
Dengan di dirikannya masjid beserta Lembaga Pendidikan 
ini bertujuan untuk sarana ibadah dan juga mengupayakan 
untuk mencetak siswa-siswi yang berakhlaqul karimah, 
bermanfaat bagi masyarakat, beserta nusa dan bangsa. 
Sampai sekarang proses belajar mengajar masih 
tetap berjalan dan berkembang yang dulunya hanya terdiri 
dari empat ruang kelas dan sekarang sudah berkembang 
menjadi tujuh ruang dan satu kantor dan siswa siswi yang 
banyak, kurang lebihnya 300 an siswa siswi yang terdiri dari 
kelas 1 sampai kelas 
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Wawancara dengan Ibu Kabsah, tanggal 28 mei 2018 
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3. Proses Wakaf Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah 
Diniyyah 
Sesuai dengan pernyataan diatas, tanah yang dibangun 
Masjid Nurul Muttaqin merupakan tanah milik Bapak Waidin 
yang diberikan pada Bapak KH Abu Amar dengan Cuma-Cuma, 
untuk dijadikan sebagai lahan tempat tinggal dan juga 
berdakwah terhadap agama, setelah itu KH Abu Amar 
mendirikan sebuah masjid yang terletak di lahan tersebut. 
Setelah beberapa tahun kemudian anak dari KH Abu amar yaitu 
Mas’ud meberikan sebagian tanah warisan untuk dibangun suatu 
Lembaga Pendidikan Islam yang bernama madrasah Diniyyah 
Futuhiyyah dan menjadikannya sebagai wakaf dan memberikan 
tanggung jawab kepada Asror untuk mengelola Masjid dan juga 
Madrasah tersebut. Sebelom beliau wafat beliau mengalihkan 
harta wakaf tersebut kepada anaknya  KH. Busri asror AH. 
Untuk melanjutak pengelolaannya yang dicatatkan dengan akta 
ikrar wakaf di KUA kecamatan setempat sebagai harta wakaf 
untuk dikelola sesuai peruntukkanya. 
4. Struktur Organisasi pengurusan Masjid dan Madrasah 
DiniyyahFutuhiyyah. 
1. Masjid Nurul Muttaqin 
Letak Geografis Secara admisistratif lokasi lembaga ini 
terletak di ujung desa dan menempati tanah wakaf seluas 
1.125 M
2
 yang berbatasan :  
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a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Karminah 
b. Sebelah timur berbatasan dengan tanggul desa 
c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Muhsinah 
dan bapak Busri 
d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik bapak 
Mas’ud 
2. Struktur Kepengurusan  
Pelindung ; Muhtarom ,S.Pd 
Penasihat : 1. KH. Bisri Asror AH. 
               2. K. Abdul Rohman 
Ketua  : Matsholani 
Sekretaris  : Muhammad fauzi ,S.Pdi 
Bendahara : Munir Qurtubi 
Humas  : 1. Murtadho 
     2. Jumari 
Koordinator kegiatan dan pengarah acara : 
  1. K. Abdul Majid 
     2. Mustaqim 
Koordinator keagamaan ; 
 K. Zaedun 
Koordinator donatur dan pengembangan pembangunan ; 
 1. H. Mawardi 
   2. Misbah 
Koordinator arsitektur dan pelaksanaan pembangunan ;  
Munawar 
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Koordinator sarana dan prasarana perlengkapan ; 
H. Mudzakir
44
 
3. Madrasah Diniyyah Futukiyyah 
1) Letak Geografis 
Secara admisistratif lokasi lembaga ini terletak di 
ujung desa dan menempati tanah wakaf seluas 1.125 m yang 
berbatasan :  
a) Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Karminah 
b) Sebelah timur berbatasan dengan tanggul desa 
c) Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Muhsinah dan 
bapak Busri 
d) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik bapak 
Mas’ud 
Sebagaimana yang telah dialami oleh suatu lembaga 
pendidikan merupakan kebutuhan utama yang harus 
memenuhi fasilitas untuk menunjang pelaksanaan proses 
belajar mengajar yaitu sebagai berikut 
1. Ruang belajar mengajar 
2. Kantor 
3. Gudang 
4. Kamar mandi 
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Document struktur organisasi Masjid Nurul Muttaqin 
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2) Struktur Kepengurusan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah 
a. Kepala sekolah ; Nur Khamim 
b. Sekertaris ; Nur fadhol 
c. Bendahara ; Nur Khasan 
d. Pengampu  ;  
1. Abdul Rohman 
2. Nunir Qurtubi  
3. Murtadho 
4. Jumari  
5. Mustaqim 
6. M. Ali Wafa 
7. Atho’illah 
8. Aini Umaroh 
9. Futilkatil Karimah 
3) Sistem pembelajaran 
Di lembaga madrasah mempunyai system 
pembelajaran yang sangat sederhana, yaitu belajar mengajar 
dilaksanakan setiap hari dengan memberikan hari libur 
setiap hari jum”at dengan proses belajar mengajar yang 
dimulai pukul 14: 00 sampai pukul 16:00 dengan waktu 
istirahat selama 20 menit.
45
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Wawancara terhadap Kepala Madrasah Diniyyah Futuhiyyah Ustadz 
Nur Khamim tanggal 2 Juni 2018 
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B. Pelimpahan pengelolaan Wakaf di Desa Cogeh Tlogorejo 
1. Praktek pelimpahan pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh 
Tlogorejo 
Bermula dari keadaan yang seadanya, Masjid dan lembaga 
pendidikan futuhiyyah digabung menjadi satu dengan 
kesepakatan keluarga karena tanah tersebut masih merupakan hak 
milik dan di serahkan kepada bapak Asror sebagaimana ditunjuk 
untuk bertanggung jawab atas harta wakaf tersebut untuk dikelola 
dan dikembangkan sebagaimana mestinya yang disertai dengan 
ikrar yang blom dicatatkan oleh KUA kecamatan. Setelah sekian 
lama di kelola dan sebelom bapak Asror wafat beliau menunjuk 
putranya KH. Busri Asror AH pada tahun 1993 Sebagai 
pemegang tanggung jawab atas harta wakaf tersebut untuk 
meneruskan pengelolaannya. Dengan berkembangnya 
pengetahuan disitulah harta wakaf tersebut kemudian dilaporka 
kepada KUA kecamatan untuk dicatatkan kepada lembaga yang 
menangani masalah wakaf sesuai akta wakaf Nomor. 3.799/1993 
dengan Nomor Hak.541 dengan tanah seluas 1.215 M
2 
,agar 
dikemudian hari tidak terjadi adanya hal-hal yang tidak 
diinginkan. Beberapa tahun kemudian beliau menjalankan 
kewajiban untuk mengelola harta wakaf tersebut dengan baik 
sehingga lembaga untuk proses belajar mengajar berkembang 
dengan baik. Setelah memasuki tahun 2012 tepatnya didalam 
pengelolaan lembaga tersebut mengalami penurunan karena 
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seiring dengan bertambahnya usia yang semakin lanjut, disitu 
beliau merasa kewalahan untuk mengelola harta wakaf tersebut, 
dan beliau mempunyai inisiatif mengumpulkan sebagian warga 
dusun cogeh dan juga tokoh masyarakat desa tlogorejo untuk 
menunjuk salah seorang yg dianggap pantas dan mampu 
mengelola harta wakaf tersebut.
46
 
 Dan di Masjid Nurul Muttaqin sebagai lokasi yg tepat 
sebagai tempat untuk musyawarah, melaksanakan penggantian 
terhadap pengelola harta wakaf. Dalam musyawarah tersebut 
bapak Muhtarom BA terpilih ditunjuk sebagai pengelola untuk 
mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut dan bapak 
Jumain sebagai wakil dan Bapak Munir Qurtubi sebagai 
bendahara. Proses ini hanya sebagai ikrar tanpa adanya 
penggantian pengelolaan harta wakaf dari KUA kecamatan. 
Tidak berhenti disini saja, bapak muhtarom selaku sebagai 
pengelola mengundurkan diri di tengah-tengah berjalannya waktu 
sebelom masa yang ditentuka selesai dan diambil alih oleh bapak 
Jumain selaku wakil. Karena beliau tidak dianggap sebagai ketua 
pengelola harta wakaf tersebut dan semakin tida jelas 
pengelolaannya,  dan itu berjalan hingga enam tahun lamanya. Di 
tahun 2017 masyarakat semakin risau dengan kejelasan 
pengelolaan harta wakaf tersebut, dan bapak Munir selaku 
                                                          
46Wawancara kepada ta’mir Masjid K. Abdul Rohman tanggal 28 Mei 
2018 
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bendahara dan masih berada di jalur ahli waris beliau mempunyai 
inisiatif dengan Bapak Abdul Rohman selaku ta’mir Masjid 
mengundang sebagian tokoh masyarakat dan lurah setempat 
untuk mengganti bapak Jumain selaku pengelola. Dalam proses 
penggantian tersebut hanya keluaga besar dan sebagian tokoh 
masyarakat RT RW yang hadir dan di dalam pertemuan tersebut 
semuanya berhak memberikan usulan dan penunjukan kepada 
pengelola yang baru melalui sistim foting yang di pimpin oleh 
bapak Muhtarom BA. Dan disitulah bapak Matsolani terpilih 
sebagai ketua wakil Bapak Munir dan juga bapak Fauzi S.Pd 
sebagai sekertaris yang masih mengelola sampai saat ini. Proses 
pengalihan tersebut hanya dilaksanakan dengan musyawarah 
tanpa mengundang dari pihak KUA atau badan yang menangani 
perwakafan.
47
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Wawancara  dengan KH. Busyri Asror AH. Pada tanggal 4 Juni 2018 
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2. Skema pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh 
Tlogorejo 
Sebelum di catatankan 
 
 
 
  
  
 
Sesudah di catatkan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wakif 
KH. Abu Amar  
Nadzir ( Pengelola ) 
K. Asror 
Wakif 
K. Asror  
Harta Wakaf  Ikrar Wakaf 
Secara Lisan  
Harta Wakaf  
Akta Ikrar 
Wakaf 
NADZIR 
Ketua : KH. Busri 
Asror, AH 
Sekretaris : K. Ahmad 
Khotib 
Bendahara : K. Muhammad 
Dawam 
Anggota : 1. Aly Al Ghozi 
                     2. Nur Amin 
PELIMPAHAN PENGELOLAAN  I 
Ketua        : Muhtarom, BA 
Wakil        : Jumain 
Sekretaris  : Murtadho 
Bendahara : Munir Qurtubi 
 
PELIMPAHAN  PENGELOLAAN  
II 
Ketua        : Matsholani 
Sekretaris  : M. Fauzi, S.Pd 
Bendahara : Munir Qurtubi 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP PROSES PELIMPAHAN 
PENGELOLAAN WAKAF DI DUSUN COGEH  
DESA TLOGOREJO KECAMATAN KARANGAWEN 
KABUPATEN DEMAK 
 
A. Analisis Pelimpahan Pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh Desa 
Tlogorejo kecamatan Karangawen Kabupaten Demak 
Didalam aturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang 
pelaksanaan undang-undang Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan 
bahwa nadzir mencakup tiga macam yaitu; Nadzir perseorangan, 
nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Adanya nadzir di dalam 
syarat perwakafan dimaksudkan untuk mengelola memelihara serta 
menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan peruntukkannya 
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh wakif. Didalam hal ini, si 
wakif yaitu K. Asror mewakafkan hartanya berupa sebidang tanah 
yang berukuran 1.215 m
2 
yang didalamnya sudah terdapat sebuah 
bangunan masjid dan juga lembaga pendidikan untuk sarana ibadah 
dan juga keperluan pemhembangan terhadap lembaga pendidikan 
islam. Oleh karena itu tanah yang telah diwakafka tersebut hanya 
boleh digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan yang 
berhubungan dengan sarana ibadah dan juga pengembangan 
pendidikan islam. 
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Dalam hal proses perwakafan yang terjadi di dusun cogeh 
tlogorejo, ketentuan wakaf sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, 
yaitu; 
1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan, disini yaitu K. Asror.  
 Didalam ketentuan undang-undang no.41 tahun 2004, 
bahwa wakif perseorangan harus memiliki syarat sebagai 
berikut; 
a. Dewasa 
b. Berakal sehat 
c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum  
Dimana dalam ketentuan ini K. Asror selaku wakif tidak ada 
masalah dalam hal ini. 
2. Mauquf alaih yaitu tujuan peruntukan wakaf, adapula yang 
memaknai sebagai nadzir. Didalam akta ikrar wakaf, telah 
disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk sarana beribadah 
dan juga telah dibangun lembaga pendidikan islam sebagai 
sarana penunjang pendidikan islam. 
3. Mauquf ( harta wakaf) yaitu harta yang telah diserahkan oleh 
wakif kepada untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
peruntukannya, berupa tanah seluas 1.215m2 beserta bangunan 
masjid dan lembaga pendidikan Islam. 
4. Sighot adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah beserta 
bangunan masjid dan lembaga pendidikan islam yang telah 
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dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didokumentasikan oleh 
pejabat wakaf Kecamatan karangawen Kabupaten Demak 
Harta yang telah diwakafkan kepada Nadzir berupa 
sebidang tanah beserta sebuah bangunan Masjid dan lembaga 
pendidikan  telah diterima oleh KH. Busri Asror AH, sebagai 
ketua pengelolaan harta wakaf. Harta yang telah diwakafkan 
tersebut sudah tidak lagi menjadi milik siapa-siapa kecuali milik 
Alloh.  Wakif sudah tidak lagi memiliki kewenangan apapun 
terhadap harta wakaf, kecuali memperoleh pahala dari Alloh. 
Begitu juga sebaliknya, seorang Nadzir tidak berhak 
memiliki harta wakaf tersebut, melaikan hanya melaksanakan 
amanah yang telah diberikan kepadanya, sebagaimana yang telah 
disebutkan didalam Akta Ikrar Wakaf. KH. Busri Aror AH, 
selaku Nadzir (ketua) beserta K. Ahmad Khotib (sekertaris), K. 
Muhammad Dawam (Bendahara), Aly Al Ghozi (Anggota) dan 
juga Nur Amin (Anggota). Telah menyelenggarakan harta wakaf 
tersebut untuk sarana beribadah dan juga sebagai sarana 
pendidikan agama islam, yang didalamnya meliputi Masjid dan 
juga gedung sekolahan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah dusun 
Cogeh Tlogorejo sebagai penunjang pendidikan agama islam. 
 Seiring perkembangan zaman dan usia serta kurangmya 
pemahaman terhadap pembangunan oleh nadzir, sehingga nadzir 
membutuhkan seseorang atau tenaga-tenaga yang bisa membantu 
untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf tersebut 
sesuai dengan peruntukannya yang telah diamanahkan oleh 
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wakif. Seseorang yang telah ditunjuk menjadi nadzir atau 
pengelola harta wakaf tersebut telah memposisikan dirinya sesuai 
dengan yang telah ditentukan. 
1. Mat Solani, ditunjuk sebagai ketua pengelolaan terhadap 
harta wakaf yang terdiri dari masjid Nurul Muttaqin dan juga 
Lembaga pendidikan Islam  Futuhiyyah. 
2. Ahmad Fauzi, ditunjuk sebagai sekertaris untuk membantu 
dalam hal pecatatan laporan di Masjid Nurul Muttaqin dan 
juga  Lembaga pendidikan Islam Futuhiyyah. 
3. Munir Qurtubi, ditunjuk sebagai Bendahara untuk mengelola 
keuangan Masjid Nurul Muttaqin dan Juga Lembaga 
pendidikan Islam Futuhiyyah. 
Mat Solani selaku orang yang telah ditunjuk sebagai ketua untuk 
mengelola Masjid dan juga Lembaga pendidikan Islam 
Futuhiyyah berkordinasi dengan Bapak Munir (bendahara), 
Abdul Rohman (ta’mir Masjid) dan juga para pendidik dilembaga 
pendidikan islam untuk menunjuk seseorang untuk membantu 
mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam 
Futuhiyyah.
48
 Diantara orang yang telah ditunjuk tersebut diatas, 
yang masuk didalam jajaran keanggotaan nadzir yang masuk 
dalam keanggotaan nadzir adalah Munir Qurtubi dan M. Fauzi 
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Data dokumen pengurus masjid dan kepungusan pengelola wakaf 
dusun cogeh Tlogorejo Karangawen Demak. 
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S.Pd. sedangkan yang lainnya merupakan orang-orang yang telah 
menerima sebagian dari kewenangan nadzir. 
Didalam pembagian tugas-tugas diatas merupakan 
pelimpahan kewenangan untuk menjalankan atau tidak 
menjalankannya sesuatu, seperti halnya yang diberikan atasan 
kepada bawahannya. Menurut ibnu Qudamah praktek pelimpahan 
seperti ini diperbolehkan, akan tetapi hak pengelolaan yang 
diberikan kepada seorang wakil tidak berpengaruh terhadap yang 
memberi wewenang. Dia tetap diperbolehkan ikut serta dalam 
melaksanakan pengelolaan meskipun sudah ada wakilnya.  
Dalam pembagian tugas pengelolaan harta wakaf yang 
dilakukan, baik untuk mengelola Masjid maupun Lembaga 
Pendidikan Agama Islam tak lain adalah untuk mengoptimalkan 
harta wakaf tesebut agar terlaksana sesuai dengan tujuan wakaf. 
Meskipun pelimpahan terhadap pengelolaan harta wakaf sudah 
dilaksanakan, seorang nadzir wajib bertanggung jawab untuk 
melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena 
merekalah yang bertanggung jawab secara moral terhadap 
masyarakat dan juga wakif. 
Penyerahan tugas untuk mengelola harta wakaf kepada 
pihak lain di luar dari anggota nadzir merupakan salah satu solusi 
yang paling baik didalam pengelolaan harta wakaf. Agar 
pengelolaan harta wakaf tersebut menjadi lebih baik dan optimal. 
Mengenai pelimpahan tugas dan wewenang Nadzir dalam  
Undang – undang nomor 41 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi 
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Hukum Islam tentang Wakaf pasal 221, pelimpahan atau 
pengagntian Nadzir dapat dilakukan karena : 
1. Meninggal dunia 
2. Atas permohonan sendiri 
3. Tidak melalukan kuwajibannya lagi sebagai Nadzir, 
4. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.  
Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah 
satu alasan di atas, maka penggantinya diangkat oleh kepala 
Kantor Urusan Agama setempat atas saran Majlis Ulama’ 
kecamatan dan Camat setempat. Seorang nadzir yang telah 
berhenti, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang 
ahli warisnya.
49
 
Dengan demikian alasan yang menjadi pertimbangan 
pengurus wakaf di dusun Cogeh Tlogorejo Karangawen Demak 
sudah sesuai dengan undang-undang dan Kompilasi Hukum 
Islam pasal 221 ayat 3. Dikarenakan pengolaan wakaf di 
dilapangan sangatlah berdampak tidak baik terhadap pengelolaan 
harta wakaf tersebut yang selama ini pengelolaan tersebut masih 
stagnan atau jalan ditempat tanpa adanya perkembangan terhadap 
pengelolaannya, sesuai tujuan dari wakaf, harta wakaf tersebut 
untuk dikelola dan dikembangkan, sedangkan yang terjadi di 
lapangan harta wakaf tersebut tidak dikembangkan, maka dari itu 
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 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung : 
Nuansa Aulia, 2008 
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pelimpahan terhadap pengelolaan sangatlah dibenarkan dan harus 
dilakukan untuk menjaga dari fungsi dan tujuan dari wakaf 
Dengan keadaan yang terjadi dilapangan, pelimpahan 
pengelolaan harta wakaf dari KH. Busri Asror AH terhadap 
saudara Matsholani untuk mengelola harta wakaf ditinjau dari 
ketentuan undang-undang sangatlah melenceng jauh dari 
prosedur, proses yang terjadi dilapangan berawal dari omongan 
tokoh masyarakat sekitar yang dirasa tidak adanya transparansi 
dari pengelola yang sebelumnya, sehingga untuk mencegah 
terjadinya hal yang kurang baik yang menimbulkan kesalah 
pahaman maka dari itu sebagian tokoh masyarakat dan juga 
ta’mir masjid berbicara kepada kepala desa untuk mengumpulkan 
tokoh masyarakat untuk membahas apa yang telah terjadi di 
dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Sejak itulah pelimpahan 
harta wakaf yang dipimpin oleh kepala desa tanpa adanya dari 
badan wakaf yang diundang pelimpahan tersebut telah terjadi 
dengan cara menunjuk seseorang yang dirasa mampu untuk 
menjalankan pengelolaan harta wakaf tersebut. Saudara 
Matsholani yang telah terpilih sebagai pengelola harta wakaf 
tersebut, karena dirasa beliaulah yang mampu untuk 
menggantikan pengelola sebelumnya dan beliau sudah sesuai 
dengan ketentuan syarat menjadi nadzir menurut undang-undang 
nomor 41 2004 tentang perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam.  
Dengan keadaan yang dirasa kurang baik dan sangat 
mendesak, maka dari itu untuk menjaga pengelolaan harta wakaf 
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tersebut agar sesuai dengan ketentuannya maka dapat dibenarkan 
prosedur yang telah terjadi di dalam pelimpahan pengelolaan 
tersebut. Dengan catatan segera melaporkan hasil musyawarah 
tersebut kepada badan pengelola wakaf. 
Peralihan terhadap pengelolaan harta wakaf berdampak 
sangat positif, dengan pelimpahan pengelolaan yang terjadi, 
sebelumnya ydidalam pengelolaan yang masih menimbulkan 
pertanyaa-pertanyaan terhadap pengelolaan harta wakaf, dengan 
peralihan pengelolaan harta wakaf yang dilimpahkan kepada 
bapak matsholani yang dianggap mampu, bapak Matsholani 
menjalankan kewajibannya dengan sangat baik, mengelola secara 
transparan dan menyampaikan suatu hal yang telah terjadi 
didalam pengelolaannya meskipun itu merupakan hal yang sangat 
kecil, berkembang di dalam mengelola pembangunan sarana 
prasarana yang sempat tersendat. Sehingga masyarakat percaya 
bahwa bapak Matsholani bisa menjalankan pengelolaan harta 
wakaf tersebut dengan bijak sana. 
  
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelimpahan Pengelolaan 
Harta wakaf di Dusun Cogeh Desa Tlogorejo Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak 
Kekuasaan atas wakaf (Nadzir) ialah kekuasaan yang 
terbatas dalam memelihaha, menjaga, mengelola, dan memanfaatkan 
hasil dari barang yang telah diwakafkan sesuai dengan maksudnya. 
Kekuasaan atas wakaf dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum 
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dan khusus, yang bersifat umum adalah kekuasaan atas wakaf yang 
ada ditangan Waliul Amr, sedangkan yang khas adalah kekuasaan 
yang diberikan kepada orang yang diserahi wakaf ketika dilakukan, 
atau orang yang diangkat oleh hakim syar’i untuk itu. 
Para ulama madzhab sepakat bahwa; wali wakaf (penguasa 
wakaf/Nadzir) adalah harus orang yang berakal sehat, baligh, pandai 
menggunakan harta, dan bisa dipercaya. Bahkan syafii dan banyak 
ulama madzhab imamiyah mensyaratkan bahwa dia harus adil. 
Sebetulnya cukup dengan sifat amanat dan bisa dipercaya, ditambah 
dengan kemampuan mengelola wakaf secara sempurna.
50
 
Ulama’ Mazhab juga sepakat bahwa, wali wakaf (Nadzir) 
adalah orang yang dapat dipercaya yang tidak dikenakan jaminan 
atas barang itu kecuali bila sengaja merusaknya atau lalai 
menjaganya. Kecuali Imam Malik, para ulama madzhab juga sepakat 
bahwa, pewakaf berhak menjadikan kekuasaan atas wakaf ketika 
melangsungkan pewakafan, berada ditangannya sendiri, atau 
mensyaratkan orang lain bersamanya sepanjang dia masih hidup, 
atau untuk waktu tertentu, dan diapun berhak untuk menyerahkan 
penanganan wakaf tersebut kepada orang lain. 
Dalam fath al-bary disebutkan bahwa Imam Malik 
mengatakan, “pewakaf tidak boleh menjadikan kekuasaan atas 
barang yang diwakafkan tersebut dalam tangannya sendiri, atau 
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barang tersebut terlalu lama dalam kekuasaannya, sehingga dia lupa 
bahwa barang tersebut adalah harta wakaf. atau, ada kemungkinan 
wakaf bangkrut lalu menggunakannya, atau meninggal dunia lalu 
digunakan oleh para pewarisnya. Akan tetapi bila harta wakaf 
tersebut dijamin aman dari segala macam gangguan seperti itu, maka 
tidak ada salahnya bila pewakaf menjadikan kekuasaan atas barang 
wakaf tersebut dalam dirinya. 
Selanjutnya para ulama madzhab sepakat berbeda pendapat 
tentang apabila pewakaf tidak menentukan siapa yang menjadi wali 
wakafnya; tidak orang lain, dan tidak pula dirinya sendiri. Menurut 
imam hambali dan maliki Mengatakan; kekuasaan atas barang wakaf 
berada ditangan orang-orang yang diserahi wakaf, manakala orang-
orang itu diketahui secara pasti. Tetapi bila tidak, kekuasaan atas 
barang wakaf berada ditangan hakim.  
Imam hanafi mengatakan; kekuasaan atas barang yang 
diwakafkan tetap pada pewakaf, sekalipun tidak dinyatakan bahwa 
wakaf tersebut untuk dirinya sendiri.  
 Adapun Imam Syafii, pengikut madzhab ini terbagi dalam 
tiga kelompok, pertama mengatakan bahwa, kekuasaan itu berada 
ditangan pewakaf. Pendapat kedua, mengatakan bahwa ia berada 
ditangan orang-orang yang diwakafi. Sedangkan yang ketiga 
mengatakan bahwa kekuasaan atas barang tersebut berada ditangan 
hakim. 
Dikalangan Imamiyah yang populer adalah pendapat bahwa, 
apabila pewakaf tidak menentukan siapa penerimanya, mala 
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kekuasaan tersebut berada pada hakim. Apabila hakim mau, dia 
boleh secara langsung menangani wakaf tersebut, atau, dia 
melimpahkan kepada orang lain. 
Selanjutnya imamiyah mengatakan; apabila pewakaf 
mensyaratkan bahwa kekuasaan ats barang wakaf tersebut berada 
pada dirinya, sedangkan ia bukan orang yang bisa dipercaya, atau 
mensyaratkan bahwa kekuasaan atas barang wakaf itu berada pada 
seseorang yang dikenal kefasikannya, maka hakim tidak berhak 
mencabut kekuasaan tersebut dari tangan pewakaf dan dari orang 
yang diberikan kekuasaan untuk itu.
51
 
Penyusun kitab Fath Al-qadir yang bermadzhab hanafi (jilid 
V, halaman 61) mengatakan; kalau pewakaf mensyaratkan bahwa 
kekuasaan atas barang wakaf yang diwakafkan tersebut berada pada 
dirinya, sedangkan dia bukan seorang yang bisa dipercaya, maka 
hakim berhak mengeluarkan barang tersebut dari kekuasaannya. 
Demikian pula jika ia mensyartkan agar penguasa atau hakim tidak 
mengeluarkan kekuasaan dari tangannya dan pelimpahannya kepada 
orang lain; sebab, syarat yang seoerti itu bertentangan dengan 
hukum syara’ sehingga hukumnya batal. 
Ketika seorang hakim mengangkat wali wakaf, maka tidak 
ada kekuasaan apapun pada orang lain atas barang wakaf tersebut, 
sepanjang orang tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik. 
Tetapi apabila orang tersebut lalai atau menyeleweng, dimana tetap 
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memberikan kekuasaan berarti membahayakan harta wakaf, maka 
hakim berhak menggantikannya dengan orang lain. Yang lebih baik 
adalah menugaskan seorang pendamping yang rajin dan bisa 
dipercaya, seperti yang dikatakan oleh Hambali. 
Ulama’ Madzhab juga sepakat bahwa, pengelola tersebut 
tidak boleh melimpahkan kepada orang lain sesudah dirinya 
manakala hal tersebut dilarang oleh wali wakaf yang asli, 
sebagaimana dengan halnya kesepakatan mereka terhadap kebolehan 
melimpahkan tugas kepada orang lain mana kala hal itu disetujui dan 
diizinkan walinya yang asli. Akan tetapi bila ditentukan larangan 
dan juga kebolehannya, maka menurut Hanafi hal itu boleh 
dilakukan oleh pengelola. Sedangkan Imamiyah, Hambali, Syafi’i, 
dan Maliki mengatakan bahwa, orang tersebut tidak berhak 
melakukannya, dia apabila ia tetap mengelolanya, maka pelimpahan 
tersebut dinyatakan tidak berlaku.
52
  
 Pelimpahan yang dilakukan oleh Nadzir di dusun Cogeh 
Tlogorejo Krangawen Demak, mempertimbangkan dari berbagai 
aspek diantaranya adanya stagnan tidak adanya perkembangan 
pengelolaan benda wakaf dan adanya usulan dari masyarakat yang 
menginginkan adanya perubahan didalam pengelolaan harta wakaf. 
Dengan pertimbangan tersebut, maka pengurus dan ahli waris dari 
wakif mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh pihak nadzir, ahli 
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waris wakif serta tokoh masyarakat untuk mengadakan pelimpahan 
pengelolaan benda wakaf sehingga sesuai dengan tujuan wakaf.  
Setelah diadakannya musyawarah, yang menghasilkan 
kepengurusan pengelolaan benda wakaf yang baru. Benda wakaf 
yang asal mulanya hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, 
sekarang benda wakaf tidak hanya sebagai tempat beribadah saja 
melainkan di dirikannya lembaga pendidikan yang diberi nama 
Madrasah Diniyyah Futuhiyyah.  
Lembaga ini lambat tahun mengalami perkembangan dan 
sudah terorganisasi tersendiri sehingga mempunyai siswa yang 
banyak. Dengan demikian, adanya pelimpahan tersebut benda wakaf 
menjadi wakaf yang produktif, sehingga tercapailah tujuan wakaf.  
Melihat hal ini menurut penulis, pelimpahan yang 
dilakukan oleh pengurus wakaf dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan 
Karangawen Kabupaten Demak, sesuai dengan pendapat mayoritas 
ulama’ yang menyatakan bahwa adanya pelimpahan yang sudah 
mendapatkan ijin dari nadzir atau wali wakaf dan bertujuan 
menjadikan lebih produktif maka pelimpahan tersebut di 
perbolehkan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Harta wakaf yang sebelumnya diserahkan oleh wakif kepada 
nadzir, yaitu dari KH.Abu Amar kepada K.Asror yang 
merupakan ahli waris untuk mengelola serta mengembangkan 
harta wakaf tersebut. Akan tetapi waktu itu hanya ikrar wakaf 
tanpa adanya pencatatan dari pihak pencatat wakaf. Setelah 
sekian lama didalam mengelola harta wakaf nadzir melaporkan 
kepada kepala desa untuk mencatatkan serta melaporkan kepada 
badan wakaf untuk mencatatkan harta wakaf yang dikelola untuk 
menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, selama kurang 
lebih mengelola selama sebelas tahun nadzir merasa berat untuk 
mengelola harta wakaf tersebut sendiri karena semakin 
bertambahnya usia, sehingga nadzir melaksanakan musyawarah 
dengan ahli waris serta tokoh agama untuk membantu menunjuk 
beberapa orang untuk mengelola serta mengembangkan harta 
wakaf tersebut.Menurut undang – undang nomor 41 tahun 2004 
tentang perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf, 
pelimpahan tersebut sudah sesuai dengan pasal 221 hanya saja 
pelimpahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. 
2. Didalam pelimpahan pengelolaan harta wakaf menurut mayoritas 
Ulama’ M,azhab diperbolehkan, asalkan wakif tidak 
mensyaratkan didalam pelaksanaan pengelolaannya secara 
 
64 
langsung kepada  wakif dan melarang nadzir untuk mewakilkan 
sebagian ataupun keseluruhan pengelolaan harta wakaf kepada 
orang lain. Adapun yang telah terjadi didalam pengelolaan harta 
wakaf didusun Cogeh Tlogorejo tidak membatasi didalam 
mewakilkan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf 
tersebut. Pelaksanaan pelimpahan pengelolaan serta 
pengembangan harta wakaf tersebut  merupakan hasil 
musyawarah nadzir serta ahli waris dari wakif dan tokoh 
masyarakat setempat. itu merupakan salah satu strategi dari ahli 
waris untuk mengoptimalkan pengelolaan serta pengembangan 
harta wakaf dan juga menghindari hal-hal yang tidak sesuai 
didalam pengelolaannya. 
 
B. Saran-saran 
1. Pihak pengelola benda wakaf pro aktif untuk pengembangan 
benda wakaf. Apabila ada pelimpahan pengolaan wakaf 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama.  
2. Didalam pengelolaan serta pengembangannya sebaiknya 
diserahkan kepada nadzir yang mempunyai amanah dari wakif 
agar didalam pengelolaan serta pengembangan berjalan sesuai 
dengan tujuan wakaf. 
3. Seseorang yang telah mendapatkan amanah didalam 
melaksanakan pengelolaan alangkah lebih baiknya menyusun 
rencana terhadap pengelolaan serta pengembangannya agar bisa 
terkelola dengan baik. 
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4. Jika dirasa seorang nadzir kesulitan didalam mengelola harta 
wakaf, sebaiknya nadzir menunjuk beberapa orang yang mampu 
serta menguasai dibidangnya masing-masing untuk 
mengoptimalakan pengelolaan harta wakaf. 
 
C. Penutup  
Demikianlah akhirnya sebagai rasya syukur telah selesainya 
penyusunan skripsi ini, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Alloh 
SWT yang telah memberikan kenikmatan serta kelancaran, sebab 
apapun yang penulis lakukan untuk menyusun skripsi ini masihlah 
sangat jauh dari kata sempurna. Namun berkat pertolongannya 
penulis bisa mmenyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun 
penulis memiliki kemampuan yang begitu sederhana untuk menulis 
skripsi ini semata-mata karena kehendak yang maha kuasa. 
 Dengan demikian, penulis sangat dengan sadar bahwa penulisan 
ini merupakan suatu upaya dari penulis yang tentunya masih 
sangatlah jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis selalu 
memohon kepada Alloh untuk slalu senantiasa menurunkan rahmat, 
taufik, serta hidayahnya’ amiin. 
 Kemudian tidak lupa halnya penulis menyampaikan rasa terima 
kasih yang begitu besar kepada semua pihak yang telah banyak 
membatu dalam penyusunan skrisi ini, baik secara materil maupun 
formil. Penulis hanya menyampaikan semoga apa yang telah mereka 
lakukan dengan keikhlasan mendapatkan balasan dari Alloh dan dan 
menjadi suatu amal sholeh.Akhirnya penulis menyampaikan harapan 
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semoga skripsi ini bisa mendatangkan manfaat bagi penulis sendiri 
khususnya, dan juga bagi orang yang membacanya. 
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